
Lindang-Lindang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Xegara Republik Indonesia Nomor ..!286); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara Yang Bersih dan Bebas d.iri Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara 
Republiklndonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3633); 

2. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 
Anggaran 2018; 

b. 

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit 
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 
rnenyebabkan sisa Jebih tahun anggaran sebelumnya harus 
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, 
maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

WALIKOTA KUPANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat : 1. 

Menimbang : a. 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA KUPANG 

TAHUN ANGGARAN 2018 

TENT ANG 

WALIKOTA KUPANG 
PROVINS[ NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG 
NOMOR 03 TAHUN 2018 

• 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraruran Pemerintah No mor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244,- Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

• 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

o. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Belanja Pemilihan 
Kepala Daerah dan WakiI Kepaia Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peiaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

18. Peraruran Pernerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5355); 

• 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemenntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 



Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kota Kupang (Lembaran Daerah Kata Kupang Tahun 2004 Nomor 6, 

t~ 
31. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 874); 

30. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Pcngelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 
Walikota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
657); 

29. 

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 1 tahun 2013 tentang 
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 60); 

28. 

Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedornan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersurnber 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

')- z r , 

26. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di 
Daerah {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594); 

• 
25. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 
Pirnpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara 
Pengemba.lian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 
Operasional]; 

24 Peraruran Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
:-.omor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penge!olaan Keuangan Daerah); 

Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung 
jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Dacrah); 



• 

34. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 02, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 262); 

35. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang 
(Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273); 

• 
33. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota 
Kupang Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Kupang Nomor 226); 

32. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Kupang Nomor 217); 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 163) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas 
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota DPRD Kota 
Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2007 Nomor 05, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 181); 



J 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 
Berkenaan Rp. 0,00 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah 
perubahan Rp. 85.252.354.463,75 

5.000.000.000,00 
0,00 

a. Penerimaan 
1) Semula Rp. 16.281.501.203,00 
2) Bertambah Rp. 73.970.853.260,75 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah 
Perubahan Rp. 90.252.354.463,75 

b. Pengeluaran 
1) Semula Rp. 
2) Bertambah Rp. 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah 
Perubahan Rp. 5.000.000.000,00 

3. Pernbiayaan Daerah 

Rp. (85.252.354.463,75) Surplus/Defisit 

2. Belanja Daerah 
a. Semula Rp. l.213.346.119.065,00 
b. Bertambah Rp. 65.713.936.019,13 
Jumlah Belanja Daerah setelah 
perubahan Rp. l.279.060.055.084, 13 

1. Pendapatan Daerah 
a. Semula Rp. l.202.064.617.862,00 
b. (Berkurang) Rp. (8.256.917.241,62) 
Jumlah Pendapatan Daerah setelah 
perubahan Rp. l.193.807.700.620,38 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
setelah perubahan sebagai berikut: 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 
ANGGARAN 2018. 

MEMUTUSKAN: 

DEWAN PERWAKILAN RAh'YAT DAERAH KOTA KUPANG 
dan 

WALIKOTA KUPANG 

Dengan Persetujuan Bersama 

• 

• 

II 



(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak sejumlah 

1) Semula Rp. 33.347.639.000,00 
2) Bertambah Rp. 0,00 
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak setelah 
perubahan Rp. 33.347.639.000,00 

b. Dana Alokasi Umum sejumlah 
1) Semula Rp. 649.542.427.000,00 
2) Bertambah Rp. 0,00 
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah 
perubahan Rp.649.542.427.000,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah sejumlah 

1) Semula Rp. 93.307.997.000,00 
2) Bertambah Rp. 1.050.000.000,00 
Jumlah Pajak Daerah setelah 

-perubahan Rp. 94.357.997.000,00 
b. Retribusi Daerah sejumlah 

1) Semula Rp. 40.677.000.000,00 
2) Bertambah Rp. 565.000.000,00 
Jumlah Retribusi Daerah setelah 
Perubahan Rp. 41.242.000.000,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah 
1) Semula Rp. 13.986.135.898,00 
2) Bertambah Rp. 1.039.275.145,00 
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
setelah perubahan Rp. 15.025.411.043,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah 
1) Semula Rp. 27.023.163.500,00 
2) Bertambah Rp. 0,00 
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah 
perubahan Rp. 27.023.163.500,00 

• 

(l) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 
1 terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah 

1) Semula Rp. 174.994.296.398,00 
2) Bertambah Rp. 2.654.275.145,00 
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah 
Perubahan Rp. 177.648.571.543,00 

b. Dana perimbangan sejumlah 
1) Semula Rp. 918.427.818.000,00 
2) (Berkurang) Rp. (1.214.000.000,00) 
Jumlah Dana perimbangan setelah 
perubahan Rp. 917.213.818.000,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah 
1) Semula Rp. 108.642.503.464,00 
2) (Berkurang) Rp. (9.697.192.386,62) 
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
setelah perubahan Rp. 98.945.311.077,38 • 

Pasal2 



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah 

1) Semula Rp. 438.508.817.634,00 
2) Bertambah Rp. 8.521.554.356,13 
Jumlah Belanja Pegawai setelah 
perubahan Rp. 447.030.371.990,13 

b. Belanja Hibah sejumlah 
1) Semula Rp. 12.016.187.000,00 
2) Bertambah Rp. 6.408.100.000,00 
Jumlah Belanja Hibah setelah 
perubahan Rp. 18.424.287.000,00 

c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah 
1) Semula Rp. 11.795.000.000,00 
2) Bertambah Rp. 1.450.500.000,00 
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah 
perubahan Rp. 13.245.500.000,00 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 
terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah 

n Semula Rp. 472.773.300.650,00 
2J Bertarnbah Rp. 16.480.154.356,13 
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 
perubahan Rp. 489.253.455.006,13 

b. Belanja Langsung sejumlah 
1) Semula Rp. 740.572.818.415,00 
2) Bertambah Rp. 49.233.781.663,00 
Jumlah Belanja Langsung setelah 
perubahan Rp. 789.806.600.078,00 

Pasal3 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l)huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pendapatan Hibah sejumlah 

1) Semula Rp. 40.810.400.000,00 
2) (Berkurang) Rp. (423.400.000,00) 
Jumlah Pendaptan Hibah setelah 
perubahan Rp. 40.387.000.000,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 
lainnya sejumlah 
1) Semula Rp. 67.832.103.464,00 
2) (Berkurang) Rp. (9.273.792.386,62) 
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemenntah 
Daerah Lainnya setelah 
perubahan Rp. 58.558.311.077,38 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah 
1) Semula Rp. 235.537.752.000,00 
2) (Berkurang) Rp. i l.214.000.000,00) 
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah 
Perubahan Rp. 234.323.752.000,00 

• 

• 



I 

Walikota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 
pelaksanaan. 

Pasal 6 

1. Lampiran IX 

h. Lampiran VIII 

f. Lampiran VI 
g. Lampiran VII 

e. Lampiran V 

d. Lampiran IV 

c. Lampiran III 

Ringkasan Perubahan APBD; 
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Organisasi SKPD; 
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan 
dengan Peraturan Darah; 
Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran ini; 
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

a. Lampiran I 
b. Lampiran II 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

Pasal 5 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pembiayaan : 

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah 
1) Semula Rp. 5.000.000.000,00 
2) Bertambah Rp. 0,00 
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 
setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00 

(21 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdin 
dari jenis pembiayaan : 
a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah 
1) Semula Rp. 16.190.823.203,00 
2) Bertambah Rp. 73.970.853.260,75 
Jumiah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 
sebelumnya (SiLPA) setelah 
perubahan Rp. 90.161.676.463,75 

b. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sejumlah 
1) Semula Rp. 90.678.000,00 
2) Bertambah Rp. 0,00 
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah 
setelah perubahan Rp. 90.678.000,00 

• 

• 



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 03 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG. PROVINSI NUSA TENGGARA 
TIMUR : 03/2018 

THOMAS JANSEN GA 

Diundangkan di Kupang 
pada tanggal 08 Oktober 2018 

V.. PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,l, 

Ditetapkan di Kupang 
pada tanggal 08 Oktober 2018 

,t WALIKOTA KUPANG, ~ 

V JEF!Ri~ RIWU KORf 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang. 

Peraturan Daerah ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

.... .,. 

 


